
  

 

Dengan Acara: 

• Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan 

Umum Fraksi- fraksi terhadap   Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 
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RISALAH RAPAT PARIPURNA 
DPRD KOTA YOGYAKARTA 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 6 September 2023 
Tempat : Ruang Rapat Bima Balai Kota Yogyakarta 
Acara  : Jawaban Wali Kota  atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi 

terhadap   Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2023;  

Waktu Undangan : 09.00 WIB 
Waktu Mulai Rapat : 10.00 WIB 
Waktu Selesai Rapat : 11.30 WIB 

 

Pimpinan DPRD :  
1. H. Danang Rudiyatmoko    - 
2. H. M. Fursan, S.E.    Hadir 
3. Dhian Novitasari, S.Pd.   Hadir 

 
Undangan  : 

1. DPRD Kota Yogyakarta  
2. Penjabat Wali Kota  Yogyakarta 
3. Forkopimda.  
4. Eksekutif. 

 

RAPAT PARIPURNA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

HARI  RABU, TANGGAL 6, BULAN SEPTEMBER, TAHUN 2023 

DENGAN ACARA : 

• Jawaban Wali Kota  atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap   

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Rapat Paripurna 

untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini. 

PIMPINAN RAPAT : 

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua. 

• Yang kami hormati, Saudara  Penjabat Wali Kota  Yogyakarta; 

• Yang saya hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota 

Yogyakarta; 

• Yang saya hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  

Kota Yogyakarta;  

• Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta;  

• Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia. 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA YOGYAKARTA 

 
JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165 

Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id 
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Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran 

Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam rapat Paripurna Dewan pada  hari ini. 

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat 

Paripurna  Dewan dalam keadaan sehat wal’afiat. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebelum Rapat Paripurna  Dewan dibuka, marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna  Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan 

tertib dan lancar. 

- Berdoa mulai. 

- Selesai. 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, 

Berdasarkan laporan Saudara  Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan   hari ini 

telah dihadiri sebanyak 26 orang dari 40 orang Anggota Dewan.  

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada   hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.  

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari  Rabu, 6 September 2023, 

kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.   

• Ketok Palu (XXX). 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, 

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta  tentang Tata Tertib maka pada setiap 

rapat paripurna, akan dinyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Teks 

Pancasila oleh Pimpinan rapat diikuti oleh peserta rapat.   

Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Indonesia Raya disilahkan dan kepada hadirin 

dimohon berdiri. 

------- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA ------- 

------- PEMBACAAN TEKS PANCASILA ------- 

Hadirin disilakan duduk kembali. 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, 

Agenda Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta 

atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, 

Untuk itu kepada Saudara Penjabat Wali Kota  disilakan. 

--- JAWABAN  WALI KOTA  YOGYAKARTA --- 

Terima kasih saya sampaikan kepada  Saudara Penjabat Wali Kota  yang telah 

menyampaikan jawabannya. 
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Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom. (Fraksi Nasdem DPRD Kota Yogyakarta) 

Interupsi pimpinan, ini hanya ingin memastikan saja terkait dengan apa yang tadi disampaikan 

oleh Pak Pj. Terkait dengan point 6 terkait dengan ekonomi dan pariwisata, kami hanya ingin 

memastikan bahwasanya tadi dikatakan bahwa hanya di 85 gerai Indomaret, kami hanya 

ingin memastikan saja apakah betul hanya di Indomaret, terimakasih pimpinan. 

Interupsi 2 disampaikan oleh Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS Kota Yogyakarta) 

Assalamualikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semuanya, tadi apa yang telah disampaikan 

oleh Bapak Pj. Wali Kota, kami mewakili Fraksi PKS ingin memberikan beberapa catatan 

yang catatan tersebut kami harapkan dapat dimasukkan dalam notulensi di rapat paripurna 

pada hari ini. Yang pertama ketika kami melakukan pembahasan-pembahasan baik itu renja, 

KUA PPAS, RKA, DPA maka terjadi beberapa kendala, karena selama ini Pemerintah Kota 

Yogyakarta mainsetnya cara berfikirnya itu adalah lebih kepada pembangunan fisik 

infrastruktur tetapi kurang fokus kepada yang namanya  karakter sumberdaya manusia itu 

sendiri, padahal Kota Yogyakarta yang sempit hanya 32 km2 mungkin juga kurang, kalau 

kurang itu punya sultan ground tambah sempit, semakin padat, maka justru arah 

pembangunan ke depan lebih kepada pembangunan sumberdaya manusia. Tetapi ketika 

kami menyampaikan masukan-masukan di dalam pembahasan-pembahasan tersebut maka 

kami pasti terganjal dengan aturan-aturan yang ada. Dan setelah kami mencoba mencermati, 

di setiap provinsi, kabupaten maupun kota dasar hukumnya itu adalah sama Permendagri 

Nomor 19 Tahun 2019 atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 atau Permendagri Nomor 

90 Tahun 2019. Mengapa ini saya sampaikan, karena ini menjadi dasar hukum yang akhirnya 

OPD terkait ketika melaksanakan program-program itu merasa aman dan nyaman. Sehingga 

juga teman-teman di DPRD itu ketika melakukan advokasi juga aman dan nyaman karena 

yang kita cari adalah kita semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kalau di 

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 itu lebih detail bahwa klasifikasi kodifikasi dan 

nomenklatur pemerataan pembangunan dan pembangunan daerah, maka di sini ada point 

penting bahwa penerapan pendekatan kinerja pada pemerintah dan pemerintah daerah fokus 

kepada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan 

mempertimbangkan asas produktifitas efisiensi ekonomis penetapan tolok ukur dan 

pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam kinerja, terutama adalah ini untuk 

pelayanan masyarakat. Kenapa ini saya sampaikan, karena ketika kami studi banding ke 

Bandung, kemarin beberapa bulan yang lalu, kita nuwunsewu saya kadang di Komisi C itu 

sampaikan ke teman-teman, kenapa kita teman-teman dewan itu disibukkan dengan urusan-

urusan permasalahan teknis sekali, tetapi tidak berbicara pada kebijakan, sehingga bertanya 

berkutat kepada masalah teknis. Contoh dahulu ketika kelurahan kemantren menganggarkan 

untuk pavingblok dan sebagainya, harusnya itu clear, kalau kita melihat apa yang dilakukan 

di Kota Bandung maka di dalam kode rekening 5.1 detail 5 …. lalu di uraiannya itu bisa detail, 

saya bacakan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masayarakat, clear. Yang 

nilainya tidak tanggung-tanggung 26 milyar, ini bisa program bisa dalam wujud hadiah, ketika 

kami rapat kami tanyakan kepada utusan Bappeda dan TPAD (TAPD) yang saat itu hadir, 
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maka mereka menjawab selama ini Kota Yogyakarta hanya sebatas hadiah belum masuk 

pada program. Apakah ini tidak berani berarti apakah Kota Yogyakarta akan seperti ini terus, 

ini yang pertama catatan kami. Lalu yang kedua terkait hukum, saya beberapa hari ini 

mendapatkan video-video bagaimana warga masyarakat membuang sampah ditangkap 

Satpol PP di situ juga ada aparat dan akhirnya Tipiring. Lalu di dalam video tersebut 

disebutkan bahwa ini adalah implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2012 terkait dengan 

sanksi pidana, yang ini juga harus menjadi … teman-teman DPRD, padahal sebelum bicara 

sanksi pidana maka di dalam pasal-pasal sebelumnya itu pemerintah daerah harus 

memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Tidak bisa masyarakat Kota Yogyakarta ditakut-

takuti dengan Satpol PP, tanyakan dahulu permasalahannya, apalagi kalo kita berbicara 

terkait bahwa pariwisata Kota Yogyakarta menjadi andalan, lalu sampah numpuk dimana-

mana. Kaji dulu problematika, apakah edukasi apakah penyadaran masyarakat sudah optimal 

sedangkan anggaran yang muncul di dalam perubahan itu pun lebih banyak kepada 

pengadaan, apakah sudah dimaksimalkan, padahal di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 

dalam Pasal 9 dikatakan tugas pemerintah daerah menumbuhkembangkan dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Apakah ini sudah 

diwujudkan. Kami di Komisi sering mengejar-kejar tapi dengan alasan nomenklatur yang tidak 

ada, sehingga kami sampaikan di sini agar menjadi catatan ke depan, ada teman-teman 

TAPD melakukan telaah lebih detail, telaah yang lebih menyentuh kepada kondisi 

masyarakat, yang kata lain nuwunsewu tidak hanya sebatas normatif yang diberikan. Kami 

warga kota tinggal di Kota (Yogyakarta), yang bisa jadi bapak-bapak yang terhormat tidak 

tinggal di Kota Yogyakarta, kami yang setiap hari menghadapi permasalahan masyarakat 

Kota Yogyakarta, kami menyampaikan jeritan masyarakat Kota Yogyakarta ketika warga 

Tejokusuman membuang sampah apakah di lingkungan padat tersebut pernah mendapatkan 

sarana dan prasarana di dalam pengolahan dan pemilahan sampah, padahal di dalam Pasal 

9 huruf d ini juga sangat jelas pengelolaan sampah difasilitasi dengan sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah. Apakah sudah sampai sejauh itu. Sehingga kami berharap bahwa 

masyarakat Kota Yogyakarta membayar PBB punya hak punya kewajiban, tapi warga Kota 

Yogyakarta juga punya hak untuk dilayani kalo memang masyarakat Kota Yogyakarta dari 

hulu diperintahkan untuk pengolahan pemilahan sampah maka berikan hak ini, kalo tidak ada 

telaah dalam Permendagri tersebut maka konsultasikan, ini catatan kami. Jangan sampai 

muncul anggapan di masyarakat Kota Yogyakarta bahwa Pemerintah Kota Yogyakara kejam 

terhadap warganya sendiri. Sedangkan bentor yang notebene di dalam undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di Pasal 77 ayat (1) dikatakan setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin sesuai dengan jenis 

kendaraan yang dikemudikan. Apakah bentor mendapatkan “karpet merah”, lampu merah 

dilanggar, dibiarkan, yang notabene mereka bukan warga Kota Yogyakarta. Sedangkan 

warga Kota Yogyakarta yang pemukimannya padat yang belum jadi belum ada sarana dan 

prasarana yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kota untuk melakukan pemilahan 

sampah, mereka bingung mau ditaruh mana, yang akhirnya ditindak oleh Satpol PP yang 
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mengajak (mohon maaf) aparat apakah itu tepat masayarakat ditakut-takuti, yang notabene 

warganya sendiri. Sedangkan bentor mendapat “karpet merah”. Padahal di situ juga 

dikatakan dalam penegakan peraturan daerah. Satu lagi dalam Perda Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di sini juga 

dikatakan jelas bahwa kencing sembarangan juga dimendapatkan sanksi pidana, apakah ini 

juga sudah dilakukan, yang notabene bisa jadi orang kencing di taman-taman kota bukan 

warga Kota Yogyakarta. Kami berharap catatan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah 

Kota Yogyakarta, jangan sampai hukum tajam terhadap warganya sendiri tapi pada warga 

luar kota ternyata hukum itu tidak bisa dilakukan. Ini saja dari saya, maturnuwun. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Tanggapan Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd. (Pimpinan Rapat, Wakil Ketua  DPRD) 

Terimakasih kepada saudara Sigit Wicaksono dari Fraksi Nasdem dan pak Cahyo Wibowo 

dari Fraksi PKS.  Mohon izin pak Penjabat Wali Kota yang saya hormati, kaitan tadi konfirmasi 

karena kalau pak Cahyo mungkin ini harusnya disampaikan di PU Fraksi ini kelupaan pak, 

jadi ini diusulkan ditambahkan saat interupsi. 

Tanggapan Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS Kota Yogyakarta) 

Saya tidak lupa, jadi PU Fraksi itu yang menulis saya, kebanyakan PU Fraksi yang dari Fraksi 

PKS itu saya yang memberikan konsep. Ini saya sengaja karena saya ingin melihat jawaban 

dari eksekutif sendiri, jadi memang kami sengaja.  

Tanggapan Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd. (Pimpinan Rapat, Wakil Ketua  DPRD) 

Apakah di PU Fraksi kemarin sudah tercantum pak? 

Tanggapan Sdr. Cahyo Wibowo, S.T. (Fraksi PKS Kota Yogyakarta) 

Sudah, tapi jawaban masih kurang. Makanya tadi saya sampaikan, ini menjadi catatan 

notulensi catatan penting karena ini diatur dalam tata tertib dewan. 

Tanggapan Sdr. Dhian Novitasari, S.Pd. (Pimpinan Rapat, Wakil Ketua  DPRD) 

Pak Pj. Wali Kota terkait tadi hanya konfirmasi dari saudara Sigit Wicaksono dari Fraksi 

Nasdem untuk 85 gerai mohon bisa disampaikan di forum paripurna ini. Apakah benar atau 

tidak itu saja atau pripun. 

Tanggapan Pj. Wali Kota Yogyakarta 

Baik terimakasih, mungkin saya minta bantuan dari Kepala Dinas Perdagangan, hadir? 

Silakan untuk bisa memberikan konfirmasi. 

Tanggapan Sdr. Jalaludin, S.Sos. (Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta) 

Terima kasih bapak, Kami akan menjawab apa tadi yang ditanyakan oleh Bapak Sigit 

Wicaksono khususnya terkait dengan fasilitasi kerja sama UMKM dengan toko Indomaret, 

apakah hanya dengan toko Indomaret saja. Memang untuk sampai di tahun ini kerja sama 

kami dari UKM di Kota Yogyakarta di bawah binaan Dinas Perdagangan ini dengan toko 

Indomaret. Namun demikian mulai tahun ini kami sudah melakukan pendekatan dengan retail 

yang lain yaitu Manna Kampus dan Alfamaret. 







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA YOGYAKARTA  
JL. IPDA TUT HARSONO NO.43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX.(0274)540651 YOGYAKARTA 55165 

EMAIL: dprd@jogjakota.go.id   Email Intranet :dprd@intra.jogjakota.go.id 

 
 

S E G O R O   A M A R T O 

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTO 

KEMANDIRIAN- KEDISIPLINAN- KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN 

 

 

Yogyakarta ,   01     September  2023  

  

 Kepada 

Nomor  : 900.1.1.4 /993    Yth.Sdr . H. Danang Rudiyatmoko 

Sifat  :                Anggota DPRD Kota Yogyakarta  

Lampiran :       DI -  

Hal   : Rapat Paripurna                YOGYAKARTA  

    

Bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Saudara dalam Rapat Paripurna DPRD Kota 

Yogyakarta  yang akan dilaksanakan pada : 

I.  Hari/ tanggal :  Senin, 4   September  2023  

 Pukul :  09.00 WIB  

 
Tempat :  

Ruang  Bima Komplek Balai  Kota Yogyakarta  

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta  

 Acara :  Pemandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Raperda tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023.  

 Penyelenggara :  DPRD Kota Yogyakarta  

 Pimpinan :  Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 

 Pakaian :  PSH 

II. Hari/ tanggal :  Rabu,6   September  2023  

 Pukul :  09.00 WIB  

 
Tempat :  

Ruang  Bima Komplek Balai  Kota Yogyakarta  

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta  

 Acara :  Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi- fraksi 
terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.  

 Penyelenggara :  DPRD Kota Yogyakarta  

 Pimpinan :  Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta 

 Pakaian :  PSH 

Demikian  atas  perhatian  dan  kehadiran  Saudara  diucapkan  terima kasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA 
 
 
 

H. DANANG RUDIYATMOKO    
Paraf  Hirarki 

Jabatan Paraf Tanggal 
Sekwan   
KB. Persidangan/ PPTK    
Sub Koordinator    
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